SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN FROTOKOQLER, HAX KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mcngingat

KABUPATEHN PRINGSEWU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWLU,

a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten Pringsewu perlu  adanya
pengaturan mengenai Kedudukan Protekoler, Hak
Keuangan dan Admimistratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

b. bahwa Peraturan Daerah Xsbupaten Pringsewn
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwalilan Rakyat Daesrah Kabupaten
Pringsewu, sepanjang mengatur mengenai halk
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
pringsewu sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan  yvang Jebih  linggi, schingpa
periu diganti;

¢. bahwa ketentuan Pasal 28 Peraturan Pcomcerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tenteng Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyai Daerah mengamanatkan untuk
meinbentuk  peraturan  daerah  mengenai  Hak
Kenangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggpota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a sampai dengan huruf c,
perlu  menetapkan Peraturan Daerah tentang
Kedudukan  Protokoler, Ilak Keuangan dan
Ardminiatratif  Pimpinan  dan Anggnta  Dewan
Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsew;

1. Pasal 18 ayat {6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesaa Tahun 1945:




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Fembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Larmpung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4932},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201! ientang

. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomeor 5234);

. DUndang-Undemg Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang WNomor 2 Tahun 2015
{Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indunesia Nomor 5679],

Peraturan Perverintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan  Perwnlolan Rakyal  Daerah
{Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Merataran Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dJdan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan  Perwaldlan Rakyal Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6057);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PRINGSEWU
dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWL.




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyeienggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Pringsewu,

Dewan Perwakilan Fakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pringsewu.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Naerah yang
selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat
daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil
Ketua DPFRD Kabupaten Pringsewu sesuai peratirarn
perundang-undangan.

Angeota Dewan Perwekilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat
daerah yang memegang jabatan angpota DFRD
Kabupaten Pringsewu sesuai peraturan perundang-
undangan.

Sekrelariat Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah vang
gelanjutnya disebut Sekretariat DPRD  adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu.

Seloretanis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD  adalah
Sckretaris Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kahupaten Pringsewn.

Kedudukan Protokcler adalah kedudukan vyang
diberikan SEeSEOTENG untuk mendapatkan
penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam
acara resmi atau pertemuan resmi.

Protokal adalah serangkaian aturan dalam acara
Kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan
yang mengenai tata tempat, tata upeacara dan tata
penghormatan seshubungan dengan jabatan dan/atau
kedudukannya dalam Negara, pemerintah dan
masyarakat.

Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang
diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
atan Lembaga Perwaldilan Daerah, dalam
melaksanakan fiingsi dan tugas tertentu, dihadir oleh
Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan
upacara dalam acara Kenegaraan dan acara resmi.



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2].

22

Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat
bagi Pcjabat Negara, Pejabat Pemerintah, Fejabat
Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu
dalam acara Kenegaraan atan acara resmi.

Tata  penghormatan adsalah aturan untuk
melaksanakan pemberan hormmat bagi Pejabat
Negara, Pegjabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah
Daerah dan tokoh masyarakat terteniu dalam acara
Kenegaraan atau acara resmi.

Uang representasi adalah uang vang diberikan setap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan
dan Anggota DPRD.

Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam
menghadiri dan mengikut rapat-rapat dinas.

Tunjangan jabatan adalsh uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena
kedudukannya scbagai Ketua, Wakil Ketua, dan
Angpota DPRD.

Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Angevia
DPRD sehubungan dengan kedudukannya sehagai
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan
Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan
Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah,
dan alat kelengkapsn lain yang diperdukan dan
dibentuk oleh rapat paripuma.

Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan
yvang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sechubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua,
Waidl Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia
khusus yeng tidak bersifat tetap vang diperlukan dan
dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal
bersifal tertenty dan khasus.

Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya
disingleat TKI  adelah uang yang diberikan kepada
Pimmpinan dan Anggota DPRD sgetiap bulan dalam
rangksa mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sgetiap
melakukan reses.

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggeta DPRD
berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, pakaian dinas dan amibut, numah
negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas
jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga
bagi Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi
Anggota DPRD,




23.

24,

25,

{1

(2)

Uang jasa pengabdian adalah uwang vang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal
dunia atan mengakhiri masa tugasnya setelah yang
bersanglkuten diberhentikan dengan hormmat.

Dana Operasional Pimpiman DPRD yang selanjuinya
disebut Dana Operasional adalalh dJdana yang
disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanasn tugas Pimpinan
DIPRD sehari-hari.

Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBED adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pringsewu.

BAB I
KEDUDUKAN PROTOKQLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Acara Resimni

Pasaj 2

Pimpinan dan Anggota NDPRD mempercleh kedudukan
Protokoler dalam Acara Resmi,

Acara Resmi scbagaimana dimaksud pada ayat (1},

meliput:

a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di
Daerah;

b, acara resmi pemerintah daerah yang
menghadirkan Pejabat Pemerintah;

¢. acara resmi pemerintah daerah yvang dibadiri oleh
Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 2

Tata tempat untuk Anggota DPRD dalam acara resni
vang diadakan di Kebupaten Pringsew sebagai berilaat:

a.
b.

o

Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati,

Walkil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil
Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat
Pemerintah Daerab lainnva yang setingkat Sekretaris
Daerah, Asisten S3Sekretaris Daerah dan Kepala

Dinas/Badan dan/atau Satuan Organisasi Peranglkat
Daerah lainnva.



I"asal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

a.

b.

Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-walkil Ketua
DFRD;

Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di
sebelah kanan Ketua DPRD;

Wekil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketus
DFRD;

Anggata DPRD menduduki tempat yang telah
disediakan untuk Anggota,

Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai
dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata ternpat dalam Acara Pengambilan Sumpsah /Janji dan
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebapgai berikut:

£.

Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang sakan
mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupaii dan
Walil Bupali;

Wakil-waldl Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua
DFRD,

Anggota DPRD menduduki tempat wang telah
disediakan untuk anggota;

Bupati dan Wakil Bupati yvang lama, duduk di sebelah
kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji
dan melantilkc Bupati dan Wakil Bupati;

Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik
duduk di sebelah kiri Wakil-walkil Ketua DPRD;
Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai
dengan kondisi Ruangan Rapat;

mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan
duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
Bupati dan Wakil Dupati yang baru dilantik duduk di
sebelah kanan Prjabat yang mengambil Sumpah/
Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/.Janji
Anggota DPRD meliput:

a.

Fimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan
Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat vang ditunjuk
duduk di sebelah kanan Bupati;

Angpota OPRD vang akan mengucapkan
sumpah /janji, duduk ditempat vang telah disediaksan;
setelah  pengucapan  sumpah/janji, Pimpinan
Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;




Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan
Negeri atau Pefabat yang ditunjuk duduk d¢i tempat
vang telah disediakan;

Sekretaris NPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk
ditempat yang telah disediskan; dan

pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri,

Pasal ¥

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah /Janji dan
pelantikan Ketua dan Wsakil-wakil Ketua DPRD hasil
Pemilihan Umum sebaga: berikut:

£.

b.

(1)

(2)

Pirnpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri
Bupati dan Walal Bupati;

Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan
Ketua Pengadilan Negeri;

setelah pelantikan, Ketua DPED duduk di sebelah kin
Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DFRD
duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan

mantan Pimpinan Scementara DPRD dan Kelua
Pengadilan Negeri duduk di tempat wyang telah
disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

Tata upacara daelam acara resmi dapat berupa
upacara bendera atau bukan upacara bendera.

Untuk keseragaman, Lkelancaran, ketertiban dan
kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan
tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat
penghormatan sesuai dengan penghormatan yang
diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1],
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




BAB III
PENGITASILAN PIMPINAN DAN ANGQOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas;
uang represcntasi;

tunjangan keluarga,

tunjangan beras;

uang paket;

tunjangan jabatar,

tunjangan alat kelengkapan;

tunjangan alat kelengkapan lein;

tunjangan komunikasi intensif ; dan

tunjangan reses,

PEm e a0 Ep

Pasal 11

(1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan
huruf g dibebankan kepada APBD.

(2] Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 hurud h dan huruf i dibebankan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

(3) Pembebanan pajak scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat {2} dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 12

Uang rcpresentasi bagi Pimpinen dan Anggora DFRD
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan
setiap bulan.

Pasal 13

(1) Uang representas! Ketua DPRD setara dengan gaji
pokok Bupah.

(2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sehesar 80%
(delapan puluh persen) dar uang reprezentasi Kerua
DFRD sebagnimana dimaksud pada avat (1).

(3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari uang representasi Ketua
DFPRD schagaimana dimaksud pada ayst {1).




{1)

(2)

(M

(2]

(1)

(2)

(1)

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluargs dan Tunjangan Berss

Pasal 14

Tunjangan  keluarga dan  tunjangan  beras
schagaimana dimaksud datam Fasal 10 huruf b dan
huruf ¢, bagl Pimpinan dan Anggota DFKD diberikan
gzetiap bulan.

Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras
schagaimana dimaksud pada ayat (1) adulah sama
dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bag
pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Pakel

Pasal 15

Uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DFRD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d
diberikan setiap bulan.

Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi
yang diterima,

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh
tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf e, yang diberikan setiap bulan.

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima
persen) dari uang representasi yang diterima.

Dagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD vang duduk dalam
Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan
Pembeniukan Peraturan Daerah, dan Badan
Kehormatan bherhak memperoleh tunjangan alat
kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huraf §f.




(2}

(1)

(2]

(3}

(1)

(2}

(3)

Tunjangan alat kelengkapun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

a. untuk jabatan ketusa, sebesar 7,5% (tujuh koma
lima persen);

b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima
persen);

e. untuk jabatan sekvetaris, sebesar 4% (empat
persen); dan

d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% {tiga persen];

dar tunjangan jabaten Ketua DPFRD.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasnl 1R

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat
kelengkapan lain berhak mempercleh tunjangan alai
kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pagal
10 huruf £

Besaran tunjangan alat  kelengkapan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1¢ huraf g sama

dengan tunjangan alat kelengkapan sebagairmana
diatur dalaru Pasal 17 ayart (2).

Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat {Z2) dibenikan selama alat
kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan Lugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi [ntensif

Fasal 19

TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, diberikan setiap
bulan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.

TKl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota
DPRD.

Begaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DFPRD
sebagaimeana dimaksud pada ayat (1) dilalukan
dengan ketentuan:

a. tingg, paling banyvak 7 (tujuh) kali;

b. sedeng, paling banyak 5 {lina) kali; dan

¢. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali

dari uang representasi Ketua DPRD.




Baygian Kesembilan
Tunjangan Reses

Pasal 20

{1} Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i
diberlkan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan deerah.

{(2) Besaran tunjangan reses sebagaimanan dimaksud
pada ayat (1) dilakuksn dengan ketentuan:
a. tunggi, paling banyak 7 {tujuh) kali;
-h. sedang, paling banyak 5 (lima} kali; dan
¢. rendah, paling banyvak 2 (tga) kali;
dari nang representasi Ketua DPRD.

Pasal 21

Penghitungan kemampuan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20
terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. tmggi,
b. sedang;
¢c. rendah;

dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangar
yvang berlaku.

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesaitn
Umum

Pasal 22

(1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinar dan Anggota
DPRD terdiri atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelaksan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut,

(2] Selain tunjangan sehagaimana dimaksud pada
ayat (1], Pimpinan DPRD disediakan tunjangan
kesejahtersan berupa:

a. rumal negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jalztan; dan
¢. belanja rumah tangga.




(3)

(1)

Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan
kesgjahteraan berupa:

a. Tumah negam dan perlengkapannya; dan

b, tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Fasal 23

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk
iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan 3Sosial
Kesehatan sesuai peraturan perundang undangen.

(2} Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

(1}

(2)

(3}

ayvat (1) jupa termesuk suami/fistri dan anak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Sclain jaminan keschatan sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 23 ayat (1), Pimpinan dan Anggnta DPRD
disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan
uniuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan
Penvelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanekean 1 (salu) kali dalam 1 (satu)
tahun dan dilakukan d&i dalam negeri serta tidak
termasuk suarmi/istri dan anak.

Ketentuan lekih  lanjut mengenai pemeriksaan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupat.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja
den Jaminan Kematian

Pasal 25

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kemnatan
zebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b
dan huruf ¢, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematien sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.




(1)

(2}

(3}

(4)

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 26

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas
dan awmibut sebagaimana dimakaud dalam Pas=al 22
ayat (1) haruf 4.

Pakaian dinas atribut sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 {dua] pasang
dalam 1 [satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu} pasang
dalam 1 (satu] tehun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang
dalam 5 (lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan
l {satu) pasang dalam 1 (satu} tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan
1 (satu) pasang dalam 1 {satu) tahun.

Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disediakan sesuei dengam peraturan
perundang-undangan d bidang pengadaan barang
dan fatau jasa pemerintah dengan
mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan
kepatutan.

Ketenntuan lebih lanjut mengenai standar satuan

harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana
dimaksud pada ayat [2), diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Kelima

Tunjangan Rumeh Negara dan Perlengkapannya Serta

(1}

(@)

Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan
Pasal 27

Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan
perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam FPasal 22 ayat {2
huruf a dan huruf b, sesuai standar peraturan
perundang-undangan,

Rumah negara dan perlengkapannya sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3} huraf a, dapat
disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar
berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.




{3)

(4)

{1)

{2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pemaksisn rumah negam dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sehagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan pemakaien rmumah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimakeud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Permeliharasn rumah mnegara dan perlengkapannya
acrta kcondaraan dinas  jabatan  achagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pemakatan ramah negara
dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dibebankan pada APBD.

Pasal 28

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir
masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling
lammbat 1 [satu) bulan sejak tanggal berhenti atau
berakhimya masa bakti.

Dalam hal Anggota DFRD wang disediakan rumah
negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir
masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya
wajibh dikembalikan dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Daerah paling lamhbat 1 [sam) bulan sejak
tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 29

Rumah negara dan periengkapannva serts kendaraan
dinas jabstan yang disediakan sebagaimsna
dimaksud dalam Pasal 27 tidak dapat disewabelikan,
dipunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau
dinbah status hukomwmya.

Struktur dan bentuk bangunan rumah negara ysng
disediakan acbagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak
dapat dinhah.

Pasal 30

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan mumah negara dan kendaraan dinas
jabatan bagy Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27, kepada yang bersanghutan diberikan
tunjangan perumahan dan tunjangan trangportasi.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara bagi Anggota DI'RD
sebagrimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada yvang
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.




(3} Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi

(4)

(1)

{2)

(3)

(4)

(54

(6)

bagi Fimpinan DPRD scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) diherikan dalam hentuk uang dan dibayarkan
sefinp bulan terhitung mulai tanggs]l pengucapan
sumpah /janji.

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota
DPRD aschagaimana dimaksud dalam Pasal 22 eyat {3)
huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah /jan;ji.

Fasal 31

Besarsn  tunjangan  perumahan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 harus memperhatikan asas
kepatutan, kewgjaran, rasionalitas, statdar harga
setempat yang berlalu, dan standar luas bangunan
dan lahan rumah negara sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Besarasn  tunjangan  transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 harus memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga
getempat vang berlal sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangen.

Besaran tunjangan perumsahan yang dibayarkan
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa
rumah yang berlaky untuk standar rumah negara
bagi Pimpinan dan Anggota DFRD, tidak termasuk
meilrhel, helanja listrik, air, gas, dan telepaon.

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa
kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan
dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPKLD,
ddak termasuk biaya perawatan dan  biaya
operasional kendaraan dinas jabatan.

Besaran tunjangan perumahen dan tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh
melebihi  besaran tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggaota DPRD
Provinst Larnpung.

Ketenttuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi ciatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 32

Rumah negera dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan scrta tunjangan perumahan dan tunjangan
raneportasei sehagaimana dimsksnd dalam Paaal 22 tidak
dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DFRD
secara bersamaari.




Pasal 33

(1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduld jabatan
schagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada
DPED Kabupaten Pringsewu hanya diberikan salah
gatl tunjangan perumahan.

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DFRD yang suitami atau
istrinyn menjabat sebagni Bupat/Wealkil Bupati
Pringsewu tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 34

Bag Pmpinen atau Anggota DPRD vang diberhentikan
sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportazi.

Belanja Rumah Tanggs Pimpinan DPRD

Pasal 35

(1] Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas
dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat  (2) humf ¢, dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

(2} Delanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuban
minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang
dianggarkan dailam program dan kegiatan Sekretariat
DPRD.

(3} Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan
fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak
diberikan belanja rumsh tangsa aschagamana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c.

Pasal 36

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal
sehagaimana dimaksud datam Pasal 35 avat (2) diatur
lebih lenjut dalam Peraturan Bupati dengen berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAR
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 37

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia
atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa
pengabdian.




(2)

(3)

(1}

{2)

(1)

Besaran uang jasa pengabdien sebsgaimana
dimaksud pada ayat (1j disesuaikan dengan masa
hakti Fimpinan dan Anggota DPRD, dengan
ketentuan:

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan
1 (satu] tahun, diberikan uang jasa pengabdian
sebesar 1 {satu) bulan uang representasi;

b. masa bakti sampai dengan 2 (dua} tahun,
diberikan uang jasa pengebdian sebesar 2 (dua)
bulan uwang representasi;

c. masa bekti sampai dengan 3 (tiga) tahun,
diberikan uang jasa pengabdian sebegar 3 ([tiga)
bulan uang representasi;

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun,
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 {empat)
bulan uang representasi; dan

e. masd bakil sampai dengan 5 (lima) tahun,
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam)
bulan uang representasi.

Dalam hal Fimpinan atau Anggota DPRD meninggal
dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud
pada ayar (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai
peraturan perundang-undangan,

Yasal 38

Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, diakukan setelah
Pimpinan atau Anggotsa DPRD vang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat acsual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpihan dan Anggota DPRD
diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan
uang jasa pengsbdian.

BAD VI
RELANJA PENIINJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
mumn

FPasal 39

Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan
wewewenang DPRD, disediakan belanja penunjang
kegiatan DPRD,



(2)

(3)

(1)

(2)

(1}

(2)

Belania penunjang DPRD sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) berupa:

f. PrOgram;

b. dama operasional Pimpinan DFRD,

c. pembeniukan kelompok pakar atan tim ahli alat
kelengkapan DPRD;

d. penyediaan tenaga ahhli fraksi; dan

e. belanja sekretariat fraksi.

Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada
avat [2) disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan petrundang-
undangan.

Dagian Kedua
Prograim

Pusal 40

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

avat {2) huruf a terdiri atas:

penyclenggaraan rapat;

llunjungan kerjs;

pengkajian. penelaahan. den penyviapan Perda;

. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber

dayva manusia di lingkungan DPRD;

koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan

dan kemasyarakatan; dan

f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD.

aogs

o

Program sebagaimana dimaksud padas ayat (1]
diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencans
kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Fimpinan DPRD)

Fasal 11

Untuk menunjang kegiatan operasional yang
berkaitean dengan representasi, pelayanan, dan
kebutnhan lain guna melancarkan pelalkcsanaan tugas
Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DFRD
diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) hunfb.

Dana operasional sebagaimsna dimaksud pada
ayat (i), diberikan setiap bulan  dengan
mempertimbangkan kemampuan kcuangan dacrah
rehagaimana dimak=id dalam Pasal 21.




(1)

(2)

(3]

(4)

{1)

Pasal 42

Penganggaran dana  operasional sebagaimsna
dimaksud dalam Pasal 41, disusun secara kolektif
oleh Sekretarts DPRD dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Ketua DPRD, dengan Lkelompok kemampuan

keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 6 {enam) kali;

2. scdang, paling banyak 4 (empat) kali;

3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;

dari uang representasi Ketus DPRD;

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kermampuan
keuangan dasrah;
1. tinggi, paling banyak 4 (empat} kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 {dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima}
kali;
dari nang represeniasi Wakil Ketua DPRT.

Pemberian dana operasional sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan
ketentuamn;

a. 80P (delapan puluh persen] diberikan secara
selealigua  untuk semua biaya atau disebut
lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk
dukungan dana operasional lainnya.

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan
untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau

golongan, dan penggunasnnya harus memperhatikan
asag manfaat, efektivitas, efisicnsi, dan skuntabilitas.

Ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], tidak digunakan sampai dengan akhir tahun
anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorlcan ke
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan sesnai

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 43

Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan
kewenangan DPRD yanp tercermin dalam alat
kelengkepan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota
DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat
kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok
pakar atan Him ahli alat kelengkapan DPFRD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat {2)
hurufc.




(2)

(3)

(1)

(2)

(1j

(2}

(3}

(1)

Kelompok pakar atau tim ghli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
3 (tiga) orang unhl setiap alat kelengkapen DIRD
yvang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Sekretaris DPRD.

Pengadaan kelbmpok palkar atau tm ahli alat
kelengkapan DFRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-urnclangan

Fasal 44

Pembayaran kompensasi bagi kelompeok palkar atau
tim ahli alar kelengkapan DPRD didasarkan pada
kehadiran eesuai dengan kebulchan DPRD atau
kegiatan tertentu DPRD dan dapet dilakulan dengan
harga satuan orang/hari atau orang/bulan,

Ketentuan mengenni besaran kompensasi kelompok
pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan
memperhatikan standar keahlian sesnai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pagal 45

Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu)
tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud delam
Pasal 3% ayat (2) huruf d.

Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan
Keputusan Sekretaris DPRD.

Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangar.

Pasal 46

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 45 ayat (1}, merupaksn tenaga ahli vang
disediakan 1 (satu) orang untuk setiap frakai dan
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu
yang mendukung tugas fraksi serta diberikan
kenpensasi dengan memperhatikan standar keahiian,
prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan
keunangan daerah.




(2)

(1)

(2}

(3)

(4

Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli
fraksi sebagaimana dimaksud pada ayet {1), diatur
lebih lanjut dalaan Peraturan Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Relanja Sekretariat Fraksi

Pasal 47

Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud
dalam 39 ayat {2} huruf e, dibiayai dari anggaran
Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD
dan seausi dengan kemampuan Keuangan daerah.

Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas penyediasan sarana dan
enggaran.

Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada
dgyat {2), meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD
dant kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan
persturan perundang-undangan dan tidak termasuk
sarana mobilitas.

Penyediaan anggaran echagaimana dimaksud pada
ayat (2], meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat
tulis kantor dan makan minum rapat fraksi vang
diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat
DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
efektifitas, dan |kepatutan sesuai  peraturen
perundang-undangar:.

BAR VII

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMFINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 48

{1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa

pengabdian Mmpinan Jdan Anggota DPRD, serta
belanja penunjang kegiatan DPRD  merupakan
anggaran belanja DPFRD yang diformulasikan ke
dalam Rencana Ketja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sckretariat DPRD serta diuraikan
ke dalam jenia belanja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.




(2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang bertanggungiawab atas pengelolaarn
belanja DPRD schagaimana dimaksud pada ayat (1).

[3) Pengelolaan anggarsn belanja DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan
prinsip {ransparansi, partisipatif, taat aturan, cfcltif
dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,

(4] Angpgaran belanja DPRD sebagaimena dimaksud pade
avat (1) merupakan bagisn yang tidak terpisahkan
dan APBD.

BAB VIII
KETERTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

(1] Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara oleh pejabat yang berwenang sesua
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tetap diberikan hak keuangan dan administratif
berupa uang representasi, uang paket, tunjangan
keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan
jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perindang-nndangan.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara
lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana
tugas Pimpinan DPRT) oleh pejahat yang herwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRLD tersebut
diberikan hak keuangan dan administradgf yang
dipersamalean dengan Pimpinan DPRD definitif yang
digantikan terhitung mulai tangeal 1 {satu) bulan
berikutnya.

BAR X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kedudukan Protokoler dan Keunangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kahbupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2012 Nomnor 14), diceabut dan
dinyatakan tidak berlalay.




PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWLU
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER , HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeiah
telah menegaskan bahwa penvelenggaraan pemerintah daerah
dilaksanakan oleh DPRD dan Kepalas Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerirttahan daerah yang diberi mandat
oleh rakyat untuk melakasanakan urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah. SBebagai salah gatn unsur penyelenggara
pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilaj-nilai
demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keherhasilan DFRD menjalankan amanat rakyat, tidak
terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas
Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perla
dilakukan koordinasi antara DFRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin
hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu
sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan
melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak
lain, sehingga pola kescimbangan pengelolaan pemerintahan daerah
yang dilakulcan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat di dasrah tersebut.

Uniuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolzaan pemerintahan
daerah perlu ditunjang dJdempan  kesejahteraan yang rmemadai.
Pengaturan tentang hak keuarigan dan administratif Pimpinan dan
Angpgota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawah
lembaga perwskilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan
kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rekyat dan daerah dalsm
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, engembangkan
mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta
meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk
mewijudkan keaduan dan kesejahteraan.

Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi
melalul penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh
sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal mengenai pembentukan
kelompok paker alau tirn ahli alat Kelengkspan DFRD.




II. PASAL DEMI PASAL

Fasgal 1
Cukup Jelas,
Pasal 2
Ayat (1)
Culaup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Acara resmi di daerah adalah acara vyang
diselenggarakan di Kabupaten, Kecamatan dan
Kelurahan/Pekon.
Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf ¢
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil
Bupati berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal &
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas,

Paszal 8
Cukup Jelas.

Panal G
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas,

Pagmal 12
Cukuyp Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas,

Pasal 14
Ayat (1)
Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan
istri/suami dan tunjangan enak kepada Pimpinan dan
Anggota DFRD yang memiliki istri/suant dan anek vang
sah berdasatkan ketentuan peraturan perundang—
undangan.




Ayat (2}
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.

Pagal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelss,

Pasal 21
Culoup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas,

Pasal 23
Cukup Jelaa.

Pazal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan yang
bertujuan untuk mengetahui starus kesehatan® adalah
medical cheok up.

Ayat {2)
Cukup Jelas.

Ayat (3}
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas,

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas,

Pasat 29
Cukup Jelas.

Pass] 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan
yang dimiliki Pemerintah Dserah dan berfungsi sebagat
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanzan tugas jabatan,




Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4]

Pasal 31

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD secara bersamaan™ adalah bahwa jika telah
disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipaksi ramah
negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jebatan
maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan
uinjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Paszal 36

Culoup Jelas.

Pagal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai
pembayaran uang lelah/intensif/uang kehormatan/uang
saku atau sejenisnya dalam mengkuti kegiatan-kegiatan
DPRD.

Ayat (2)

Cukup Jelas,

Ayat (3)

Pasal 40

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat {1)

Yang dimaksud dengan “representasi® antazra lain
menyampaikan berbagai informasi dan penmnasalahan
veng ada  di masyarakat, melaksanalkan dan
menyosialisagsikan kebijakatn DPRD kepada seluruh
Anggota DPRD,




Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memernintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu -
pada tanggal 7 fenstuwe 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 7 isugbug 2047
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWTU,

dto
A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR %

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,

DJOKO SURYANTOS.H.,S.IP..M.H
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Yang dimsksud dengan “pelayanan” antara lain unduk
pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendulkung
kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DFRD.

Yang cdimaksud dengan “kebutuhan lain® antara lain
untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan
hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakulan
koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah,
mugyawarah pimpinan daerah, dan tokoch masyarakat,
menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada

masyarakat/kelompok  masyarakat — yang
insidental.

Avat (2]
Cukup Jelaa.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Culkup Jelas.

Fasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pazal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Culup .Jelas.

Fasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 51
Culkup Jelaa.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017

NOMOR
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